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ABSTRAK

Pembahasan tentang nafkah dalam kitab-kitab figh disajikan secara
komprehensif sebagai bagian dari kajian figh keluarga. Oleh karena itu, dapat
dikatakan bahwa nafkah merupakan konsepsi warisan hukum Islam masa lalu,
yang kemudian dikodifikasikan sebagai aturan hukum baku. Dalam pergumulan
figh klasik pembahasan masalah nafkah ‘iddah pernah disinggung namun kurang
jelas dan sistematis.

Secara teoretis, hukum nafkah seperti diuraikan dalam buku-buku figh
selain dianggap mampu memberikan jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak
yang berhak untuk memperoleh nafkah, juga dianggap mampu mengantisipasi
akibat negatif dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang melalaikan
tanggungjawabnya.

Adanya kelalaian untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib
dinafkahi menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering tejadi terutama
terhadap istri yang sudah dijatuhkan talak. Kenyataan ini, oleh banyak kritikus
dinilai sangat merugikan kaum perempuan (isteri), karena bagi isteri hampir tidak
mempunyai ruang gerak untuk mempertahankan diri dan hak-haknya di depan
hukum secara adil.

Berdasarkan dari  kenyataan seperti inilah penelitiaan diadakan,
sebagaimana penelitian hukum pada umumnya, pendekatan yang dipakai adalah
doktrinal research guna untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang
berlaku berkaitan dengan persoalan yang diteliti, berupa pendapat-pendapat dan
ide-ide dari para ahli hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan nafkah ‘iddah.
Dengan menggunakan nalar induktif dan kemudian beralih pada nalar deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pasal 149 dan 152,
mengatakan bahwa apabila terjadi perceraian, sedangkan perceraian itu
merupakan cerai talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas
isterinya, namun demikian ketentuan dalam KHI ini tidak disertai dengan
ketentuan hukum lain sehingga apabila terjadi pelanggaran, tidak ada Jjaminan
hukum yang dapat dijadikan pijakan. Persoalan hukum nafkah ‘iddah ini kerap
kali berimbas negatif terhadap posisi_perempuan yang secara finansial masih
tergantung kepada nafkah suami.

Berdasarkan dari kenyataan di atas dapat dikatakan bahwa selain persoalan
substansi hukumnyay di tingkat struktural hukumnyay, perempuan juga menghadapi
berbagai kendala. Pada praktiknya, sekalipun pengadilan telah memutuskan si
isteri berhak memperoleh nafkah, namun hal ini sulit untuk diterapkan, sebab
tidak ada sanksi yang tegas bagi suami yang melanggar putusan pengadilan. Oleh
sebab itu upaya perlindungan hukum sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk

memberikan jaminan dalam memperoleh dan mempertahankan hak-haknya secara
adil.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor : 158/1987
dan 0543b/n/1987.

Konsonan Tunggal

- Huruf Arab | Nama Keterangan
T alif tidak dilambangkan
ba' be
ta' te
sa’ es (dengan titik di atas)
jim je
ha' ha (dengan titik di bawah)
kha' ka dan ha
dal de
zal zet (dengan titik di atas)
1a’ er
zai zet
sin “es
syin €s dan ye
sad | ‘es (dengan titik di bawah)
dad, de (dengan titik di bawah)
Ta' te (dengan titik di bawah)
Za' zet (dengan titik di bawah)
‘ain koma terbalik di atas
gain ge
fa' ef
qaf qi
kaf ka




g lam T el
"- mim . m " ‘em
O nun " n - ‘en
3 wawu W w
> ha' b ha
¢ hamzzh _ 'f;“' Ran apostrof
¢ yT i ye
Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap
Cpintia ditulis muta‘aqqidin
Sac ditulis ‘iddah
Ta' marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h
im ditulis hibah
4 e ditulis . Jizyah

(ketentuan ini tidak diperfakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti 'shalat, " zakat, dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang “al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h

Ll A < ditulis karamah al-auliyd
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b. Bilata’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

kil 518 3 ditulis Zakat al fityi
VYokal Pendek
L Kasrah ditulis i
o fathah ditulis a
L dammah ditulis u
Vokal Panjang
1 fathah + alif ditulis a
Llats ditulis jahiliyyah
2 fathah + ya' mati ditulis a
jpra ditulis yas‘d
3 kasrah + ya' mati ditulis !
S ditulis karim
4 ) ditulis i
dammah + wawu mati
o ditulis furiid,
uay A
Vokal Rangkap
Fathah+ ya' mati ditulis ai
aSi ditulis bainakum
fathah + wawu mati ditulis au
J ditulis Qaulun
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Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

il ditulis a'antum
cuel ditulis u'iddat
. e h s ditulis la'in syakartum
FSd ol Y
Kata Sandang Alif + Lam
Bila diikuti Huruf Qamariyyah
G bl ditulis al-Qur’ an
sl ditulis al-Qiyas

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

elandl ditulis as-Sama'
sadl ditulis asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

w2l ol ditulis 2awT al-furiid,
Lol ol ditulis ahl as-sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara fungsional Figh dapat ¢i definisikan sebagai kumpulan dari aturan-
aturan praktis untuk mengatur pola hubungan manusia yang satu dengan lainnya
yang bersifat individu maupun kolektif dan hubungan manusia dengan Allah.'
Atau mengatur hal-thwal manusia dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

Pernikahan, atau tepatnya ‘keberpasangan’ merupakan ketetapan Ilahi atas
segala mahluk. Karenanya, pernikahan merupakan ikatan yang paling suci dan
paling kokoh antara suami isteri. Dalam hal ini, Islam menetapkan akad nikah
diadakan untuk selamanya. Dan langgengnya pernikahan merupakan suatu tujuan
yang sangat diinginkan Islam 2

Akad nikahlah yang menjadi sebuah rukun dari rangkaian strategis praktis
untuk membangun sebuah rumah tangga yang sudah digariskan oleh Islam, yang
disyahkan dengan ijab qabul sebagai sebuah perwujudan keinginan untuk bersatu.
Oleh sebab itu, dengan akad nikah akan terbangun suatu kontak lahir batin antara
suami isteri sebagai modal untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah

mawaddah wa rahmah yaitu keluarga bahagia dan di ridho'i Allah Swt. Al-Qur’an

! Taufiq Adnan Amal, Jslam dan Tantangan Modernitas, (Bandung: Mizan, 1993), him:
33.

- 2 An-Nisa’ (4): 21. Hal ini dapat dilihat pada definisi perkawinan, yaitu ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
(Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1).

[



menggambarkan hubungan suami dan isteri sebagai hubungan kemitraan yang

saling menyempurnakan.® Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqgarah (2 :187).
4 od ol pill g oS il

Hal ini mengindikasikan bahwa akad dalam pernikahan merupakan
perjanjian yang-kuat (misaqan galiza)’ yang akan menimbulkan implikasi yang
luas, dari akad ini akan muncul dua status yang semula tidak ada, pihak laki-laki
berstatus sebagai suami dan pihak perempuan berstatus sebagai isteri. Karena
kedua status tersebut, maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap hak dan
kewajiban di antara mereka.

Tujuan mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup
rumah tangga ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan.
Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya institusi perkawinan yang tidak dapat
diwujudkan dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain
adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, ideologis, perbedaan kecenderungan,
dan perbedaan organisasi. Bahkan perbedaan budaya, tingkat pendidikan antara
suami isteripun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan.®

Agama1slam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut di atas. Agama

Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang

* Abdul Mogsith Ghazali dkk, Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan, editor
Amiruddin Arani dan Faqihuddin Abdul Qodir, cet. | (Yogyakarta : LKIS, 2003), him. 162-167.

* Al- Baqarah (2 : 187).
* Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. Selanjutkan akan ditulis KHI,

® M. Quraish Shihab, Wawasan al-ur'an: Tofsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan
Umat, cet. Ke-12 (Bandung: IMizan, 2001), hin: 197,



tidak dapat di atasi lagi dan melalui bermacam usaha serta ikhtiar untuk merajut
kehidupan rumah tangga yang baik sebagaimana yang dicita-citakan oleh Islam.
Jalan keluar itu bisa Jadi berupa peluang terjadinya perceraian, baik melalui talak,
khulu' dan sebagainya. Karena bagaimanapun hidup berumah tangga tidak
selamanya mulus dari hambatan ’ Meskipun demikian, tidak berarti jalan keluar
tersebut dengan serta merta dapat dilakukan tanpa pertimbangan yang cermat,
melainkan harus menjadi Jalan aiternatif (way out), 'dengan artian dalam keadaan
terpaksa atau darurat.

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap
sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya
atau kehendak salah satu pihaknya ® Meskipun demikian, akibat dari putusnya
hubungan perkawinan mempunyai konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban
antara kedua belah pihak, termasuk Juga dalam hal nafkah sebagai konsekuensi
bagi suami begitu Jjuga dalam hal ‘iddah sebagai konsekuensi bagi isteri dari
putusnya perkawinan.’

Apabila ‘pernikahan pitus karena talak, sedang talak itu talak raj'i maka
salah satu akibat hukumnya adalah suami masih berkewajiban memberi nafkah,
sandang dan pangan kepadr isterinya/selama masa iddah, kecuali isteri telah

dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hami] '° Karena talak raj’i

"H. M. Jamil Latif, Ancka Hukum Perceraian Dj Indonesia, cet. Ke-2 (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1985), him: 29.

8 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan Dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan
Cici Farkha Assegef (Yegyakarta: LSPPA, 2000), him: 185,

? KHI dalam Bab tentang Putusnya Perkawinan dan Akipag Putusnya Perkawinan,
¥ 1bid, Pasal 149 (b).



akan menyebabkan perkawinan putus sementara, bukan bubar sehingga kewajiban
suami menyediakan segala kebutuhan isteri masih tetap berlaku seperti sebelum
texjadjnya talak.

Pemenuhan kebutuhan hidup (nafkah) merupakan ketentuan Islam yang
ketetapannya terdapat dalam al-Quran dan Hadis, yang meletakkan tanggung
Jawabnya kepada suami untuk memberi nafkah kepada isterinya. Hal serupa juga
dikatakan oleh ijma’ ulama mazhab bahwa hak nafkah untuk istri itu wajib bila
akad nikahnya sudah sah dan benar, yang meliputi tiga hal : sandang, pangan dan
papan.’ Sedangkan kadar besar kecilnya nafkah yang diberikan tergantung pada
keadaan kedua belah pihak. Keperluan-keperluan inilah yang menjadi pokok
kebutuhan yang harus disediakan oleh suami untuk isteri dalam mengurusi rumah
tangga.

Banyak ayat dan Hadis Rasulullah yang menunjukkan tentang nafkah,

diantaranya dalam surat al-Bagarah (2) ayat 233
12, gy W1 Gads QIS G g ymaly (05 S 5 (335 A 3l ey

Begitu juga ayat yang menunjukkan kewajiban suami memberikan nafkah

kepada isteri pada masa 'iddah:

! Muhammad Jawad Mugniyyah, Figih Lima Mazhab, penerjemah: Masykur A. B., Afif
Muhammad, Idrus al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2001), him: 422.

2 Al-Bagarah (2: 233).

3 Al-Baqarah (2: 241).
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Ayat tersebut memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan
Jaminan nafkah kepada istrinya. Ada tiga macam nafkah yang ditegaskan dalam
dalam ayat tersebut, yaitu: makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
Sedangkan dalam Hadis Rasululah Beliau bersabda;
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Ayat al-Qur'an dan hadis tersebut di anggap cukup untuk menyakinkan
adanya kewajiban memberikan nafkah dan nafkah ‘iddah atas diri suami kepada
isterinya.

Dalam KHI'® disebutkan bahwa :

Bekas isteri berhak mendapat nafkah ‘iddah dari bekas suaminya, kecuali
bila ia nusyuz."”

' At-Talak (65: 6)
% Ali Mubarak, terjemahan Nailul Autar, V: 2430, Hadist no: 3823 Hadis riwayat Ahmad

16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan
hukum substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan), yang diberlakukan
pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal ini dilakukan karena dalam proses
pengambilan keputusan selalu menjadi masalah, oleh karena rujukan yang digunakan oleh
pengadilan (baca: majelis hakim) senantiasa beranckaragam. Untuk itulah diberlakukannya KHI,
sehingga dengan demikian secara yuridis hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan (termasuk
wasiat, dan hibah), dan perwakafan menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional.
Dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan techadap perkara-perkara yang diajukan
kepengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

17 KHI Pasal 152



Sedangkan mengenai kadarnya dalam KHI disebutkan: sesuai dengan
penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi
istri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan
anak. ¢, biaya pendidikan anak.'®

Secara teoritis, hukum nafkah seperti diuraikan dalam buku-buku figh dan
Juga KHI, disamping dianggap mampu memberikan jaminan terhadap kebutuhan
pihak-pihak yang berhak untuk memperoleh nafkah, juga dianggap mampu
mengantisipasi akibat negatif dari kemungkinan adanya pthak-pihak yang
melalaikan tanggungjawabnya.

Persoalan menjadi lain ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan
dalam memberikan nafkah schingga pihak yang wajib dinafkahinya menjadi
terlantar, dan ini merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan
masyarakat Islam. Kenyataan seperti tersebut di atas sering terjadi terutama dalam
masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara memperoleh
suatu hak, disamping jug: kurangnya pengetahuan tentang adanya jaminan hukum
bagi yang dilanggar haknya. Biasanya yang mercka dapat lakukan hanyalah
menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban.

KHI sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam, belum
memberikan aturan atau ketetapan (baku) yang berkekuatan hukum, dan juga
akibat hukum ketika terjadi penyimpangan dalam hal tersebut. Karena
kelalaian/penyimpangan itu merupakan suatu bentuk kejahatan apabila

menimbulkan madharat pada diri orang yang menjadi tanggung jawabnya.

'® KHI, Pasal 80 (4)



Kelalaian dalam memberikan nafkah khususnya dalam hal nafkah iddah
merupakan permasalahan yang fital, karena menyangkut keberlangsungan hidup
orang yang dalam tanggung jawabnya. Berawal dari permasalahan di atas penulis
bermaksud menganzlisanya dalam pasal KHI, karena KHI sendiri merupakan
produk hukum untuk kalangan umat Islam di Indonesia yang dijadikan sebagai
pedoman dalam penyelesaian masalzh yang berkenaan dengan hukum keluarga.
Pada fokusnya KHI pasal 152 yang akan penulis gunakan untuk mengkaji
berkenaan dengan ketentuan hukum ketika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan
nafkah ‘iddah dan juga ditambahi dengan pendapat-pendapat lain yang berkenaan
dengan hal tersébut.

Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (gap) antara das
sollen dan dus sein; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang
ada dalam kenyataan.

Figh (syari'at) bukanlah agama yang tidak boleh diubah, oleh karena itu
aktifitas ijtihad harus terus dikembangkan sebagai upaya untuk mencari pilihan-
pilihan konsepsional yang ash/ah berdasarkan atas kemaslahatan dan keadilan.
Schingga dengan adanya aktifitas ijtihad itu, figh tidak lagi hanya berguna untuk
menangani persoalan pasca kejadian dan mengabaikan penanganan masalah
strategis dan formalistik.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka

dapat disimpulkan pokok masalah sebagai berikut:

¥ Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
him: 12



1. Apa yang menjadi ‘illat di wajibkannya nafkah ‘iddah bagi isteri?
2. Apa yang dapat di lakukan isteri apabila terjadi pelanggaran terhadap

haknya dalam nafkah ‘iddah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penclitian
Berangkat dari rumusan masalah di atas dapat dilihat tujuan dan kegunaan
penelitian ini, antara lain:
1. Tujuan penelitian

a. Untuk mendiskripsikan konsep nafkah ‘iddah menurut KHI.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep nafkah ‘iddah dalam KHI
sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan isteri ke
pengadilan, kaitannya dengan upaya jaminan hukum atas hak isteri.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

a. Sebagai kontribusi metodologis dalam rangka pengembangan figh bagi
khasanah ilmu hukum Islam.

b." Untuk menjawab problematika kehidupan sosial masyarakat Islam
kaitannya dengan masalah hak nafkah iddah. Diharapkan dapat
membantu perbaikan dan perkembangan hukum dimasa yang akan

datang yang sesuai dengan magqasid al-syari‘ah.

D. Telaah Pustaka



Dalam kitab figh baik klasik maupun kontemporer, "nafkah" merupakan
sub pembahasan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, berdasarkan
ketentuan al-Qur'an dan Hadis nafkah merupakan hak isti dan suami wajib
membayarnya. Karena ada ketentuan inilah kemungkinan KHI memposisikan
kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah
tangga.

Sebagai sebuah studi literer, maka telaah pustaka merupakan suatu yang
sangat penting untuk mencari sumber-sumber data yang bisa memberikan
penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menjamin otentitas dan
obyektifitas pembahasan.

Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan
petunjuk dan pepjelas dalam  berbagai hal kehidupan manusia, penyusun
mengambil ayat-ayat dan hadist yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai
salah satu rujukannya., disamping juga karya-karya para pemikir hukum Islam
lainnya sebagai rujukan primer dalam proses penelitian. Dan juga karya-karya
ilmiah baik dalam bentuk buku-bukv jurnal dan makalah-makalah ilmiah yang
berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam kajian pevelitian skripsi, diantaranya adalah skripsi yang ditulis
oleh Dwi Wahyuning Indah Fajarwati ; Reinterpretasi Kewajiban Nafkah atas
Suami (Kritik terhadap ldeologi Patriarkhi), dalam penulisan ini digunakan
metode library research yaitu secara pustaka dalam mengkajinya. Pokok dari

skripsi ini menganalisa tentang konsep nafkah ditinjau dari perspektif gender yang
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mengatakan bahwa konszp nafkah yang selama ini ada dianggap hanya sekedar
untuk melegalkan dominasi kekuasaan laki-laki (suami) atas perempuan (istri).?

Skripsi Agus Himawan ; Studi Tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah
Terhadap Kedudukan Suami Isteri dalam KHI, dalam penulisan ini digunakan
metode Jibrary research yaitu secara pustaka dalam mengkajinya. Pokok dari
skripsi ini menganalisa tentang kedudukan suami isteri dalam KHI, dan juga
partisipasi wanita dalam mencari nafkah. Namun demikian penyusunan skripsi ini
lebih berfokus pada pengkajian tentang pembebasan kewajiban nafkah atas suami
dalam KHIL*!

Ada juga sebuah artikel yang membahas tentang Analisis Figh Tentang
Nafkah oleh Satria Effendi M.zein. dalam artikelnya beliau memberikan sekilas
ulasan tentang kewajiban nafkah bagi istri dan anak kandung, dan juga tentang
pelanggaran-pelanggaran yang dimungkinkan terjadi dalam pemberian nafkah.?

Dan juga buku yang diterbitkan oleh LBH-APIK Jakarta dengan judul
Posisi Perempuan di Bawah Hukum Islam di Indonesia oleh Ratna Batara Munti

dan Hindun Anisa sebagai Tim Peneliti. Fokus bahasan dalam buku ini lebih pada

? Dwi Wahyuning Indah Fajarwati, Reinterpretasi Kewajiban Nafkah atas Suami (Kritik
terhadap ldeologi Patriarkhi), Skripsi sarjana tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan
Kalijaga, 2001 ).

' Agus Himawan, Studi T entang Pembebasan Kewajiban Nafkah Terbadap Kedudukan
Suami Istri dalam KHI, Skripsi sarjana tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga,
2000).

* Satria Efendi M. Zein, Analisis Figh Tentang Nafkah, Mimbar Hukum No. 44 Tahun
X. 1999,
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ketentuan hukum dan persoalan pelaksanaannya yang disajikan dengan beberapa
contoh kasus, termasuk didalamnya tentang nafkah.”

Pembahasan tentang nafkah juga banyak dibahas dalam kitab-kitab figh
yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban suami atas istrinya
dan bukan sebaliknya. Namun hal tersebut jarang menjadi bahasan yang serius
karena dianggap sesuatu yang biasa dan jarang menimbulkan kontradiksi.

Begitu pula dengan masalah nafkah bagi isteri yang ditalak raj’i, hampir
semua ulama sepakat bahwa ada hak nafkah bagi isteri yang dalam masa iddah.
Dalam hal ini banyak ulama yang memberikan persyaratan tertentu bagi istri yang
berhak menerima nafkah. Nafkah mempertimbangkan dua faktor yang relevan ;
kemampuan pihak yang wajib memberikan nafkah serta kemampuan pihak yang
wajib menerima nafkah tersebut. Penentuan ini harus bersifat fleksibel agar dapat
disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial ekonomi suami ketika itu.

Muhammad Jawad Mughniyyah dalam Figih Lima Muzhab memberikan
penjelasan yang cukup signifikan tentang nafkah, di mana didalamnya juga
dibahas masalah yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi ini,
termasuk juga faktor-faktor lain yang menjadi dasar atau alasan adanya nafkah.**

Hal serupa juga diulas' dalam kitab a/-Figh al-Islami” wa Adilatuhu karangan

, B Ratna Batara Munti, Hindun Anisah, Paosisi Perempuan Dalam Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: LBH-APIK, 2005).

#*Muhammad Jawad Mughniyyah, Figih Lima Mazhab, peneqcxmh Masykur A. B., Afif
Muhammad, Idrus al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2001),
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Wahbah az-Zuhaili® dan juga oleh as-Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fighu al-
Sunnah.*

Asghar Ali Engineer dalam Hak-hak Perempuan Dalam Islam juga
membahas mengenai nafkah. Beliau menjelaskan beberapa aspek dari pemberian
nafkah. Dan juga ulasan tentang adanya hak natkah 'iddah bagi isteri yang dicerai
oleh suaminya. Beliau juga mengatakan bahwa isteri mempunyai hak untuk
menuntut nafkah dari suaminya.”’

Berdasarkan telaah pustaka di atas tersebut, belum ditemukannya
pembahasan yang secara spesifik khusus mengkaji pokok bahasan yang akan
diangkat dalam skripsi ini, karena dalam penyusunannya lebih memfokuskan
dalam mengkaji pelanggaran lerhadap ketentuan nafkah istri pada masa ‘iddah
dan juga tentang upaya istri yang dopat dilakukan ketika terjadi pelanggaran
terhadap haknya. Dalam hal ini penyusun akan menggunakan tinjauan KHI
sebagai sumber primer, dan juga ditambah dengan berbagai sumber dari figh yang
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

E. Kerangka Teoretik

Allah' Swt menentukan tentang  disyariatkannya perkawinan untuk
mengatur fitrah manusia, - hajat  alamiah seseorang dengan  tujuan untuk
mewuyjudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami

isteri, antara mereka dan anak-anaknya, antara pihak-pihak yang mempunyai

** Wahbah az-Zuhaili; al-Figh al-Islami wa Adilatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997),
* As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, (al-Qahirah: Fath al-lmi al-Arabi, 1995).

*7 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan Dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan
Cici Farkha Assegef (Yogyakarta: LSPPA, 2000), him: 185.
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hubungan besan akibat perkawinan suami isteri itu, dan untuk melanjutkan
keturunan dengan cara berkehormatan. Disamping itu juga untuk mencegah
perzinahan demi terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa dengan yang
bersangkutan, keluarga dan masyarakat. 2

Islam yang diturunkan kepada nabi Mubammad Saw adalah merupakan
agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, atau sebagai rahmatan lil
‘alamin baik secara individual maupun sosial ¥’. Dengan demikian Allah Swt
mensyariatkan hukum-hukumnya adalah untuk mengatur kehidupan manusia
demi kesejahteraan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat kelak nanti, baik
dengan cara mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudlaratan,*

Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Swt dan Sunnah Nabi Muhammad
Saw adalah merupakan sumber utama hukum Islam yang tidak lepas dari setting
sosia-historis yang mengitarinya sekaligus merupakan respon positif terhadap
reliats sosial pada waktu itu.

Hukum Islam’' adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan
sumber dan ajaran Islam yang dituangkan dalam al-Quran dan Sunnah Rasul.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian-Kompilasi Hukum Islam adalah

B KN Sofyan Hasan, Warkun Sumitro, Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di
Indonesia, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994) him. 113.

* Muhammad Zahra, Usil al-Figh, (Dar al- Fikr al-'Arabi: tt) hlm.364.

% Wahbah az-Zuhaili] Usal al-Figh al-Islami, cet. 11 (Damsyik: Dar al-Fikr, 1996) him.
1045

*" Kata Hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur’an dan literatur
hukum dalam Islam, yang ada dalam al-Qur’an adalah kata Syari‘ah, Figh, hukum Allah dan yang
seakar dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term “Islamic Law” dari
literatur barat. Fathul Jamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), him. 11.
hukum Islam yang dimaksud disini adalah Figh.
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suatu himpunan hukum Islam yang telah di sepakati (ijma’) oleh para ulama
Indonesia, yang berlaku bagi umat Islam Indonesia, yang kemudian di berlakukan
dengan Inpres No. 1 Tahun 1991.

Jadi, yang dimaksud hukum Islam diatas adalah hukum Islam yang tidak
menerima perubahan, sedangkan hukum Islam yang dirangkaikan dengan kata
kompilasi (KHI) yang dimaksud adalah figh Islam, karena merupakan kreasi atau
pemahaman ulama Indonesia dalam memahami sumber-sumber hukum Islam.

Hukum Islam atau figh Islam merupakan penjelasan Syari’at Islam
tehadap hukum-hukum yang tumbuh dalam masyarakat sesuai dengan
perkembangan kehidupan dan suasana masyarakat. Hukum Islam memperhatikan
kemaslahatan manusia yang sesuai dengan adat dan kebudayaan serta iklim yang
melingkupinya.

Perkembangan hukum Islam dan perubahan sosial adalah laksana dua sisi
mata uang logam yang keduanya tidak dapat dipisahkan, tidak diragukan lagi
kemajemukan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berimplikasi langsung
kepada perubahan dan dinamika masyarakat, sehingga diakui bahwa dinamika
merupakan inti ' masyarakat.™® Setiap masyarakat' selama hidupnya pasti
mengalami perubahan baik cepat atau lambat, direncanakan atau tidak.
Perubahan-perubahan sosial tersebut melahirkan berbagai problem hukum yang
perlu dicarikan pemecahannya.

Dalam ilmu sosiologi hukum, hukum dalam posisi di atas dituntut dapat

memainkan peran ganda yang sangat penting. Pertama, hukum dapat dijadikan

32 Soejono Soekanto, Pokok-pokok S siologi Hukum, (Jakarta : Rajawali, 1980), him. 96
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sebagai alat control social (a tool of social control) terhadap perubahan-perubahan
yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Kedua, hukum dijadikan sebagai
alat rekayasa social (a 1ol of social enginecring) dalam mewujudkan
kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan hakiki hukum itu sendiri.”?

Al-Qur’an menetapkan bagi lelaki pertanggung jawaban memimpin dan
melindungi keluarga dan menjadikannya yang bertanggung jawab terhadap hak
wanita (isteri) yang dapat menyampaikan kepada kebaikan dan melindunginya
dari kejahatan **

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan;, suami berkewajiban
melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup (nafkah)
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Keperluan hidup (nafkah) yang meliputi sandang, pangan dan tempat
tinggal merupakan salah satu kewajiban suami pada isteri sebagai haknya dalam
rumah tangga, sebagaimana dalam firman Allah ; “.. Dan kewajiban ayah
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
Seseorang tidak dibebani melainkan n. enurut kadar kesanggupannya... " Dalam
ayat lain _Allah berfirman “ Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu
bertempat tinggal menmurutkemampuanmu._dan. janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang

sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga

3 Ibid, him. 113.

3 Mahmud Syaltut, Islam Sebagai Aqgidah dan Syari‘ah, alih bahasa Bustami A. Gani dan
Hamdani Ali, buku ke-2, (Jakarta : Bulan Bintang, 1985), him. 127-128

% Al-Baqarah (2: 233).
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mereka bersalin..."*® Dan juga dalam surat al-Baqarah yang khusus berkenaan
dengan hal nafkah ; " kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah
diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban
bagi orang-orang yang bertakwa" >’

Nafkah diberikan sesuai dengan/untuk kecukupan kebutuhan hidup isteri
berupa tempat t'nggal, makahan dan pakaian dengan perbedaan dalam hal jenis
dan ukurannya, dilihat dari kesulitan dan kemudahan suami dalam
menunaikannya. Sebagaimana firman Allah “ Orang yang mampu hendaklah
memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya... "

Berdasarkan dari paparan ayat di atas, terdapat dua ayat (al-Bagarah 2 :
241, dan ath-Thalaq 65 : 7) yang memberikan penjelasan akan adanya hak nafkah
'iddah bagi isteri, ayat ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami isteri
dalam keluarga setelah terjadi perceraian. Namun ayat ini tidak merinci secara
mendetail tentang aturan atau syarat dalam memberikan atau memperoleh nafkah
'iddah. Dan juga, tentang hal-hal yang berkenaan dengan nafkah, yang sebenarnya
sarat dengan masalah dan masih belum secara jelas pemecahannya, terutama
ketika bergesekan dengan sosial budaya suatu daerah.

Dalam kenyataan di atas, kemudian muncul aspek-aspek yang berkaitan

dengan usaha para pakar (fuqaha) melakukan ijtihad, oleh karenanya dalam

-3¢ At-Talak (65: 6).
37 Al-Baqarah (2: 241).

3 At-Talak (65: 7).
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merespon keadaan di atas pertimbangan teori hukum Islam perlu di kedepankan,
seperti qiyas, istislah, dan urf. Teori-teori ini pada prakteknya harus bermuara
kepada kemaslahatan yang merupakan maksud-maksud tujuan disyar'atkannya
Islam.

Qiyas dijadikan landasan hukum oleh ulama adalah dalam rangka untuk
menyingkap 'illat yang ada pada suatu kasus dan menyamakan dengan 'illat yang
terdapat dalam nash. Sedang urf menurut Imam al-Qarafi sebagaimana dikutip
oleh Nasrun Haroen berpendapat dalam menetapkan suatu hukum terlebih dahulu
yang harus diperhatikan adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat
sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan
maslahat.*’

Ada beberapa alasan ulama menjadikan maslahah sebagai dalil dalam
menetapkan hukum, antara lain :

1. Hasil induksi terhadap ayat dan Hadis menunjukkan bahwa setiap hukum
mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

2. Kemaslahatan 'manusia « senantiasa akan dipengaruhi perkembangan
tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri, apabila syariat terbatas
pada hukum-hukum yang ada/saja, akan membawa kemuskilan.

3. Jumhur ulama juga beralasan yang menunjuk kepada beberapa perbuatan
sahabat, seperti 'Umar ibn Khattab tidak, memberikan zakat kepada

muallaf karena kemaslahatan banyak menuntut hal itu.

* Nasrun Haroen, Usul Figh, cet. 2 (Jakarta : Logos Wacana [lmy, 1997), him. 142.
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Melihat tujuan dari disyari'atkannya (al-Magasid as-Syari‘ah) hukum
Islam kepada umat manusia adalah demi kemaslahatan dan keteraturan umat
manusia sebagai khalifah dimuka bumi.® Yang bertujuan untuk merealisasikan
kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (%,5-l) dan
memenuhi kebutuhan sekunder (4:21>) dengan maksud untuk membuat ringan dan
lapang atau untuk menghilangkan kesempitan serta kebutuhan pelengkap (i)
yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup serta perilaku menurut
jalan yang lurus.*!

Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemudlaratan dan melarang
saling menimbulkan kemudlaratan sebagaimana tercantum dalam Hadis Nabi Saw
yang berbunyi :

S B FRTS

Menurut kaidah hukum Islam setiap kemudlaratan wajib atau harus
dihilangkan ;

B 0 el

Dengan demikian para fugaha' menetapkan bahwa jika dalam kehidupan
suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemadlaratan pada

salah satu pihak maka pihak yang mienderita dapat mengambil prakarsa untuk

melakukan perlindungan hukum atas haknya kepada pengadilan.

“® Fathurrahman Djawil, Filsafat Hukum Islam, cet. 3, (Jakarta: Logos, 1999), him: 71.
- *! Abdul Wahab Khallal, 7y Usul Figh, (Ttp : Dar «}-Qalam, 1978), blm.197.
2 Ibid. him. 65

3 Ibid.
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Hal ini tidak lepas dari kemaslahatan yang diberikan Islam sebagaimana
disinyalir oleh Muhammad Abu Zahra beliau mengatakan, bahwa :

" Kemaslahatan dalam Islam yang ditetapkan melalui hukum-hukumnya dan

didasarkan kepada nash-nash keagamaan adalah merupakan kemaslahatan

yang sebenarnya, yaitu untuk memelihara lima perkara; agama, jiwa, harta,
akal, dan keturupan "*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa betapa agung dan mulianya hukum
Allah Swt yang disyariatkan kepada umatnya, dengan tetap memperhatikan
kualitas dan kemampuan umatnya di muka bumi, sesuai dengan perkembangan
zaman, dan tetap berpijak pada prinsip pokok yaitu menciptakan keadilan dan
melindungi hak-hak manusia.
F. Metode Penelitian

Suatu riset, terutama dalam ilmu pengetahuan pada umumnya bertujuan
untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.
Maka penelitian tnipun tidak luput dari sebuah usaha untuk mandapatkan
penelitién yang obyektif, jujur, faktual, dan terbuka. Untuk itu dibutuhkan metode
yang sesuai untuk mendekati suatu permasalahan yang sedang diteliti.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach), yaitu
penelitian yang mempunyai obyek yang berupa sumber-sumber tertulis, yang
mencakup buku, kitab, jurnal, ensiklopedi dan atau sumber-sumber tertulis

lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan dibahas.*’

“M. Abu Zahra, Usul al-Figh (Kairo : Dar al-Fikr al-* Arabi, 1958) him : 366-367.

# Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, cet. 7 (Bandung: Masdar Maju,
1996) him. 33.
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2. Sifat Penelitian.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang
berusaha mendiskripsikan dan menganalisa tentang nafkah 'iddah menurut para
ulama dengan mengecek silang (cross-chek) terhadap kaidah-kaidah istinbat
hukum.

3. Pengumpulan Data.

Sebagai sebuah penelitian kepustakaan (library reseach), pengumpulan
data penelitian dilakukan dengan cara menelusuri dan serta menelaah literatur-
literatur dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Analisis Data.

Dalam hal ini penyusun menggunakan dua bentuk sistem znalisa, yaitu
induktif dan deduktif. Analisa induktif yaitu suatu analisis yang bertitik tolak pada
data yang bersifat khusus untuk digeneralisasi menjadi suatu kesimpulan umum.
Sedangkan analisa deduktif yaitu suatu analisis yang bertitik tolak dari data yang
bersifat umum untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus, dengan
penerapan kaidah logika.

Sedangkan sumber data yang dianalisa yaitu:

1. Data priner, yaitu Kompil:si Hukum Islam terutama pasal-pasal yang

berkaitan dengan masalah yang dikaji.

2. Data sekunder, yaitu berupa kitab-kitab figh yang berkaitan dengan

masalah yang dikaji dan juga buku-buku yang relevan dengan

pembahasan ini.
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5. Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu dengan
melihat nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah mengenai masalah nafkah dengan
penekanannya pada maqasid al-syari’ah.

G. Sistematika.

Agar penulisan ini dapat menunjukkan adanya kesatuan, keterkaitan, dan
keteraturan sistematika dalam mendukung dan mengarahkan pada pokok
permasalahan yang diteliti, maka perlu dibuat suatu sistematika sebagai pedoman
penulisan. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dengan masing-masing
bab terdiri dari beberapa sub-bab.

Bab pertama beiisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi
secara-keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah,
tyuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian dan sistematiki penulisan

Bab kedua bensikan pandangan umum tentang nafkah dan ‘iddah dalam
Islam, yang mencakup tentang pengertiaan nafkah dan dasar hukumnya, sebab-
sebab yang mewajibkan nafkah, dan hal-hal yang dapat menggugurkan nafkah.
Kemudian dilanjutkan 'dengan pembahasan tentang ‘iddah. Hal ini penting
dikemukakan meskipun secara umum, sebab tinjauan ini merupakan pintu
gerbang untuk memasuki pembahasan yang lebih spesifik dalam bab-bab
berikutnya.

* Bab ketiga akan membahas secara khusus tentang ketentuan nafkah dan

nafkah ‘iddah dalam KHI. Pembahasan akan dimulai dengan mengulas tentang
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KHI mulai dari proses penyusunan, metode penyusunan dan kekuatan hukumnya.
Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan membahas secara lebih khusus
ketentuan nafkah dan nafkah ‘iddah dalam KHIL

Bab keempat mengupas seputar analisis ‘lllat hukum diwajibkannya
nafkah ‘iddah, kemudian dilanjutkan analisis tentang nafkah dengan lebih fokus.
Sebagai bahasan terakhir dalam bab ini yaitu menyangkut hal-hal yang dapat
dilakukan isteri dalam menjamin hak nafkah ‘iddah.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari
pembahasan pokok masalah dan dilanjutkan dengan saran-saran.

Pada bagian akhir dari skripsi ini juga memuat hal-hal penting yang tidak
perlu dimuat pada bagian utama, terdiri atas dafiar pustaka, lampiran-lampiran

dan curriculum vitae.



BABY

PENUTUP

A. Kesimpulan

berdasarkan seluruh pembahasan yang telah penyusun sampaikan,

dapatlah ditarik beberapa pokok pikiran yang merupakan kesimpulan yang

berdasar pada sisiematika pembahasan, tujuan pembahasan dan merupakan

Jjawaban dari pokok masalah. Sehingga dalam bab akhir ini dapat ditarik beberapa

kesimpulan sekaligus saran sebagai berikut:

1.

Nafkah ‘iddah merupakan kewajiban bagi suami atas bekas isterinya,
disamping juga sebagai hak isteri untuk mendapatkan nafkah dari bekas
suaminya selama dalam masa ‘iddah. Ketentuan ini disebabkan karena
kewenangan suami untuk membatasi ruang gerak isteri dan kerelaan isteri
untuk memberikan loyalitasnya, disamping itu juga karena adanya
kerjasama antara suami dan isteri yang di ikat dengan tali perkawinan.,
maka kewajiban memberikan nafkab tetap dibebankan atas diri suami
selama yang menjadi sebabnya masih dimiliki. Ketentuan ini berbeda
dengan isteri yang ditalak ba’in atau karena gugatan cerai karena dalam
posisi ini, KHI menentukan bahwa isteri mendapatkan harta gono-gini
schingga tidak berhak atas nafkah ‘iddah.

Apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran -sekalipun dalam KHI secara
eksplisit tidak terdapat ketentuan yang dapat dijadikan pijakan hukum-

akan tetapi secara implisit pasal 77 ayat 5 dan pasal 34 UU No. 1 Tahun
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1974 mengisaratkan bahwa pihak yang dilalaikan dapat mengajukan
gugatan ke pengadilan, karena dalam ketentuan nafkah ini terdapat
kewajiban dan hak diantars keduanya, yang apabila salah satu pihak
merasa dilanggar maka pihak tersebut dapat melakukan perbuatan hukum
seperti mengajukan gugatan ke pengadilan.

Apabila pelanggaran itu dapat mengakibatkan orang lain menderita
kerugian materil dan immateril, maka hakim harus dapat memutuskan

dengan lebih melihat kepada kemaslahatan demi mencegah kemudaratan,

B. Saran-saran

1.

Perlu adanya telaah lebih lanjut mengenai konsep nafkah dengan
menggunakan pendekatan yang berbasis pada keadilan dan kemaslahatan
sehingga dapat dirumuskan pemahaman baru mengenai  konsep
nafkah.tersebut lebih egaliter menyangkut hak-hak isteri dalam
masa‘iddah.

Perlu adanya sosialisasi yang berkesinambungan dan terus menerus
kepada ' masyarakat 'umum, khususnya masyarakat. muslim mengenai
adanya jaminan hukum menyangkut hak-hak isteri vang dapat ditempuh
berkenaan dengan ketentuan nafkah dalam nafkah ‘iddah, yang mungkin

saja dapat terjadi kelalaian dalam menunaikannya.
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